SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka pemantauan data realisasi hasil
pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai alat
pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai alat
penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi serta melakukan pelaporan
secara berkala melalui Aplikasi Sistem Informasi
Monitoring Keuangan;

bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi
Monitoring Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Prabumulih, perlu menunjuk operator
Sistem Informasi Monitoring Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih
tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi
Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 7144);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
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10.

11.

12.

13.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun,
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018.
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6850);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Peraturan Menteri Keunangan Nomor 178/PMK.05/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1736};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2026
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
317);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

i
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali,
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihani
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826};

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN
2026.
Menunjuk dan mengangkat Saudara RACHMAWATY DEVI
ANJELINA, A.Md.Kom. NIPPPK. 200102152025212006 sebagai
Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026
sebagaimana Diktum KESATU diberikan tugas:
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1. Menginput pagu/revisi Pagu DIPA Anggaran pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
Menginput realisasi anggaran setiap bulan; dan
Melaporkan secara tertulis setiap akhir bulan kepada
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : SP DIPA-
076.01.2.656617 /2026 Tanggal 1 Desember 2025.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 02 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
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Yudi Priambodo

prabumulih



